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PERA
TURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 19S TAHUN 200S
TENTANG

ANG PEMBER|
IAN IZIN KEPADA PARA C
EMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS ANAT

pENDELEGASIAN WEW
DI LINGKUNGANEI';I

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang bahwa sebaqai ti )
Daerah Kzi%ap'att;ndaklanjut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Susunan Organisn Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Banyumas, perlu asi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Pen delega'sian Wmenetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
lingkun ewenang Pemberian Izin kepada para Camat di
gan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

g::anhg;jundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
= rah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
engah ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita
Negara tanggal 8 Agustus 1950 );

N

Mengingat

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438),

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004
si dan Tata Kerja Kecamatan di

4. Peraturan
aerah Tahun 2004 Nomor 30

tentan Susunan Organisa
Kabupaten Banyumas (Lembaran D
Seri D);

Nomor 59 Tahun 2004 tentang
Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
Daerah Tahun 2004 Nomor 59

5. Peraturan Bupati Banyumas
Kok, Fungsi, Uraian

Tugas Po '
di }g(abupaten Banyumas (Berita

seri D).

MEMUTUSKAN:

ANYUMAS TENTANG PENDELEGASIAN

M i BUPATI B
elapkan ¢ PERV‘;;,‘\,’AR.CS' UPITERIAN [ZIN KEPADA PARA CAMAT DI
WE MERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
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BAB|
KETENTUAN UMUmMm

P
pala Peraturan Bupati ini yan o

. Bupati adalah Bupati Banyumas;

2. Sek';taaﬁt:‘nD::' ‘:hhadalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas-

' :((;}:: tertentu d::digfnr::;g';?ethdg::::t_Kab"'paten B"J“’iyumays yan;; memiliki wilayah

® tllJJ;i;ngl;l;s;angaI;l;niztg:nEe;e;anjutnYa disebut UPT adalah pelaksana sebagian
meliputi lebih dari saty kecamatan?ga eknis Daerah yang wilayah kerjanya dapat

BAB I|
JENIS DAN KLASIFIKASI IZIN
Pasal 2

{. lzin Membangun Bangunan (IMB):

a. Rumah tinggal yang dibangun oleh perorangan:
b. TK/sederajat dan Sekolah Dasar/sederajat;

¢. Puskesmas Pembantu dan Balaj Pengobatan;
d. Tempat Peribadatan:

e. Rice Mill;

f

Perdagangan/Jasa kurang dari 50 M2 (lima puluh meter persegi) untuk Rumah
Makan, Bengkel, Warung dan Toko:

8. Menara Antena/Tower dengan tinggi kurang dari 30 m (tiga puluh meter);
h. Menara Air dengan tinggi kurang dari 10 m (sepuluh meter).

Llan Usaha Perdagangan (SIUP) dengan modal sampai  dengan
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan.

3 lzin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) dengan %angguan rendah, yaitu untuk
Jenis usaha dengan luas tempat usaha di bawah 50 M“ ,untuk usaha :
2. Warung dalam bangunan tetap;
b. Toko material bangunan,

Toko perhiasan emas dan tempat masak atau merakitnya; |
Toko onderdil suku cadang mobil/motor dan atau tempat perbengkelannya;

a o

+ Toko se tau perbengkelannya ;
i peda dan atau p erbengkelannya;
g g::g :;\?l:té?c:at_r seelg\?i:ia' 3%?;‘ gzr;::tt:,pTape Recorder dan sejenisnya dan atau

SMpat inya; itnya;
h, eparasinya; tempat rakitnya;
i gko Mmebelair/alat tumah tanggladt;?'ﬂa?:"‘te mpgt pertukangan/gudangnya;
I L2 pemborongan banguna alat-alat pertanian dan atau

2aha penjualan  alat-alat mesin,

k ?rbengkelan/gudangnya: kelontong yang tidak termasuk kategori pasar

m°k° Pakaian, barang-barand
l °dern;

Usahg Percetakan dan photocoPy:
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m. Kolam pemancinga .
Warung telekomga'?'
o unikas; ,
Bes,]:’r’“as:ya, | Ikash Warung lnternet, telepon umum tunggu dan usaha
- enyelenggaraan
p. Tempat usaha [3ip,, ursus/pendidikan luar sekolah -
UPL ( Upaya Pengézlay:: gL.t'dak wajib dilengkapiodznéan dokumen UKL dan
dan atau yang tigak yaip di'l';gkunggn dan Upaya Pemantauan Lingkungan )
Mengelola Lingkungan (SP). Ngkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan

3

in Pedagan i Li i
4, lzin gang Kaki Lima gj seluruh Kabupaten Banyumas, kecuali pada :
a. Kecamatan Purwokerto Barat: | |

b. Kecamatan Purwokerto Selatan:
c. Kecamatan Purwokerto Timyr- '
d. Kecamatan Purwokerto Utara_

a. Kolam Pemancingan:
:_ S;l::f::ﬂt}gi;l’ermaman dan Ketangkasan Video Games dan Playstation;
d. Pentas Seni dan Budaya;

e. Taman Rekreasi;

f

9

: Taman_ Satwa Qan Pentas Pertunjukan Satwa;

. Pertunjukan Hlbpran Umum yang bersifat insidental, kecuali Road Race, Grass
Track, Pert_andlngan/Kompetisi Olahraga dan Konser/Festival Musik yang
berskala regional/nasional.

6. lzin Usaha Rumah Makan Golongan C (Perunggu).
1. lzin Prinsip dan Izin Usaha Hotel Melati 1.
8. Izin Usaha Salon Kecantikan Tipe D.

BAB il
PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 3

Pasal 2 ditandatangani oleh Camat dengan
an tembusan kepada Bupati, Sekretaris
Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
Tata Pemerintahan Setda.

() lzin-zin sebagaimana dimaksud dalam
Menggunakan kop Kecamatan deng

Berah, Asisten Pemerintahan Sekda, )
Membina, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian

9 Datam Mmemberikan izin, Camat wajib memperhatikan pertimbangan dari Tim.

®) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk oleh Camat.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

. pasal tribusi daerah yang
o . iak dan atau retribusi aa
rrlelekatmemb“-’ikan izin, Camat wajib TeTul::‘gu;apnalwajib Sagera menyetorkan ke Kas
" Sagy; 2 i esuai ketemte berlaku.

hsg aj der;gil:,n:'::g,r:n perundang-undangan yang
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BAB v
PERSYARAT
Al
N DAN MEKANISME PELAYANAN IZIN

Pa
ratan dan mekanisme Pelayana o

jand merupakan bagian tak terpisahkannd;zr;r;:;t:srgaari’gana t_t(_arc_:antum dalam Lampiran
upati ini.

ibusi, kepada Bupati melalyj § kT tentang pelayanan izin, pemungutan pajak dan

2)rgf“"i$asi Perangkat Daerah yang memtﬁin:a Daerah dengan tembusan kepada Kepala

- Pasal 7

0 Kecam_a N memasang papan j

V) Grategis dan mudah dilihaf/dibagor
tentang:

masi yang ditempatkan pada lokasi yang
serta diketahui umum, yang berisi informasi

Jenis pelayanan beserta kiasifikasi .
asl yang d e
Persyaratan Administrasi: yang dilayani;

Waktu Penyelesaian;

Biaya Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang beriaku.
5. Diagram Alur Pelayanan.

RS

() Kecamatan menyediakan kotak saran bagi masyarakat untuk menyampaikan saran
dan keluhan.

BAB VI
PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 8
Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi diajukan
kepada Bupati melalui Camat.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Pembinaan teknis
yang membidangi.

pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas teknis

(9 Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebaga.i berat: .
1.Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembinaan tekr.us pelayanan [zin
Membangun Bangunan (IMB) dan pemungutan Retribusi IMB; |
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembinaan telnis:
a. Pelayanan lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pemungutan Terrious! &

usaha perdagangan, o
b Pelaya:n lzgin gangguan/Hinder Ordonantie (HO) dan pemungutan Retribusi

lzin Gangguan,

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

_Dinas Koperasij .
3 pelayanan IZinS'L:kaaHSiLésaha Kecil Menengah melaksanakan pembinaan teknis
Retribusi Pedagang K an Karty Identitas Pedagang Kaki Lima serta pemungutan

aki Lima;
4. Dinas Pariwisata gap, Kebudayaan melaksan
a. Pelayanan |zjp Usaha Rekreasi dan Hiby
b. Pelayanan [zjn Usaha Rumah Makan;

akan pembinaan teknis:
ran Umum;

c. Pelayanan izip Prinsip dan 1zin Usaha Hotel:
d. Pelayanan Izin Usap, Salon Kecantikan |

laksanak ;

5 Dalam mel an pembin

( pinas _tekms yang membidangiaa
melalui Sekretaris Daerah:

N sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati

pPengawasan umum
(4 Badan Pengawasan Daaet:h }?elaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh

oleh Bupati. abupaten Banyumas atau pejabat lain yang ditunjuk
BAB VIl

PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI (P3D)
Pasal 10

Selambat - lambatnya dalam jangka waktu 3 ( ti . ;
A ; ga ) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Bupati ini, Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi

(P3D) yang berkaitan dengan pelayanan izin i i
Camat 2kan segera dilakukar. vyang telah didelegasikan kepada para

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Padatanggal 2 3 DEC 2005

— x
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